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Samsurio

Pendidika n Kewarga negaraa n
sebagai Wahana Membangun

- Staf Pengajar Fakultas llmu Sosial dan Ekonoml Universitas Negeri Yogyakarta

Karakter Warga Negara
Demokratis

arakter warga negara yang baik" merupakan tujuan uni-

versal yang ingin dicapai dari pendidikan kewarganega-

raan di negara-negara mana pun di dunia. Ada banyak ra-

gam nomenklatur pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara

(Kerr, 1999). Ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter war-

ga negara yang baik tidak bisa dilepaskan dari kajian pendidikan

kewarganegaraan itu sendiri. Sebagai contoh, di Kanada pemben-

tukan karakter warga negara yang baik melalui pendidikan kewar-

ganegaraan diserahkan kepada pemerintah negara-negara bagian.

Di negara bagian Alberta (Kanada) kementerian pendidikannya

telah imemberlakukan kebijakan pendidikan karakter bersama-

sama pendidikan karakter melalui implementasi dokumen The

Heart of the Matter: Character and Citizenship Education in Al-
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I KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN

berta Schools (2005). Dalam konteks Indonesia, di era Orde Baru
pembentukan karakter warga negara tampak ditekankan kepada
mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mau-
pun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bahkan
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Di era pasca-Orde
Baru, kebijakan pendidikan karakter pun ada upaya untuk "meni-

tipkannya" melalui Pendidikan Agama di samping Pendidikan Ke-
warganegaraan.

Persoalannya apakah nilai-nilai pembangun karakter yang di-
ajarkan dalam setiap mata pelaiaran harus bersifat ekplisit atau-
kah implisit saja, misal dalam mata pelajaran Pendidikan Kewar-
genega:,aan atau di semua mata pelajaran? Makalah ini mengupas
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan ka-
rakter bangsa (warga negara). Untuk keperluan tersebut, paparan
dibatasi kepada pembandingan upaya membangun karakter warga
negara yang baik selama Orde Baru dan pasca-Orde Baru sekarang.
Ini perlu dilakukan agar dapat dipahami betapa pentingnya pen-
didikan kewarganegaraan di setiap periode kehidupan bernega-
ra di Indonesia untuk membangun warga negarayangbaik mes-
kipun dengan aksentuasi yang berbeda.

A. PEMBANGUNAN KARAKTER BERBASIS PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pun
tidak luput dari dinamika pergantian serta perubahan kebijakan
pendidikan nasional. Sebagai contoh, mulai dari awal Orde Baru
dibangun hingga periode transisi pada era reformasi pasca-1998,
pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional
mengalami perubahan baik dari nama mata pelajaran, muatan
isi kurikulum, maupun buku teks serta inovasi pembelajarannya.
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PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK

Dalam perkembangannya di Indonesia, kaiian pendidikan kewar-
' ganegaruan dikenal dengan sebutan nama-nama mata pelajaran

"Kewargaan" ( I 958), "Civics" (1962),"pendidikan Kewargaan Ne-
gara" (1968), "Pendidikan 

Moral Pancasila" (I975),,.pendidikan
Pancasila dan Kewargaanegaraan" (1994), ..pendidikan Kewarga_
negaraan" (2003 12006) .

Ada beberapa konsep tentang pendidikan kewarganegaraan.
Cogan (1998:5) mengartikan pendidikan kewarganegaran berpe_
ran penting sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk men-
jadi warga negara yang memiliki identitas dan kebanggaan na_
sional, serta memiliki pengetahuan dan kecakapan serta nilai-nilai
yang diperlukan untuk menjalankan hak-hak dan kewajibannya.
Menurut Ruud Veldhuis (I997: 8), tujuan pendidikan kewarga_
negaraan ialah untuk merangsang partisipasi aktif warga negara
dalam masyarakat kewargaan (civil society) dan dalam pembuat-
an keputusan politik di dalam suatu (sistem) demokrasi konsti-
tusional. Mengapa partisipasi menjadi penting dalam pendidikan
kewarganegaraan? Veldhuis (1997: 8) berpendapat bahwa partisi-
pasi dan integrasi (secara sosial dan politik) dari para warga negara
menjadi dasar yang penting. Untuk menjadi demokrat sejati, war-
ga negara yang aktif dan terintegrasi secara sosial tidaklah dilahir-
kan, tetapi ia diciptakan (diproduksi) dalam suatu proses sosiali-
sasi. Singkatnya, demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara,
dimana para pendidik civic dan politik serta institusi profesional
yang terkait harus turut bertanggung jawab.

Penelitian IEA terhadap implementasi pendidikan kewargane_
ga:,aan di 28 negara secara umum ditemukan bahwa komponen
pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek civic knowledge, civic
engagement, dan civic attitudes serta konsep lainny4 (Torney_pur_
ta, et.al, 200I: I79). Adapun materi kaiian pendidikan kewargane-
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garaan yang diteliti meliputi materi demokrasi, ker.,varganegaraan,

identitas nasional, hubungan internasional dan keragaman/kohesi

sosial (Torney-Purta, et.aI, 2001 : 29-30).

|ohn f. Patrick dan Thomas S. Vontz (1999: 34;200I:41) me-

ngelompokkan komponen kompetensi kajian kewarganegaraan

menjadi empat, yaitu (l) knowledge of citizenship and government

in democraq (civic knowledgn); (Z) cognitive skills of democratic

citizenship (cognitive civic skills); (3) participatory skills of demo-

cratic citizenship (participatory civic skills); dan (4) virtues anddis-
positions of democratic citizenship (civic dispositions). Dari keem-
pat komponen itu, Patrick dan Vontl (2001: 46) menjabarkan

ke dalam materi pokok kajian pengetahuan pendidikan kewarga-

negaraan menjadi tujuh topik, yaitu: (l) demokrasi perwakilan

(representative democracy); (2) konstitusionalisme; (3) hak asasi
(liberalisme); (4) kewarganegaraan (citizenship); (5) masyarakat

kewargaan (civil society); (6) ekonomi pasar (free and open econo-

mic system); dan, (7) tipe-tipe masalah publik. Tipologi kompo-

nen kompetensi tersebut oleh Center for Civic Education (1994)

dikenalkan dengan tiga komponen meliputi: civic knowledge, civic

sfti//s (meliputi cognitive civic skills dan participatory civic skills)

dan civic dispositions. Meskpipun aspek karakter banyak ditekan-

kan dalam civic disposition, namun bukan berarti komponen lain-

nya steril dari upaya membangun karakter warga negara.

Pada 1990-an, pendidikan kewarganegaraan di sejumlah nega-

ra dipahami secara berbeda-beda. Dari kajian Print (1999; 2000)

terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Asia dan Pa-

sifik, ditemukan ada yang menyebut pendidikan kewarganegaraan

sebagai "civic education" yang mencakup kajian tentang pemerin-

tahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga

negara. Untuk yang lainnya, pendidikan kewarganegaraan disebut
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PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF IEORI DAN PRAKTIK

dengan "citizenship education" dengan cakupan dan penekanan
kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga ne-
gara, dan keterlibatan warga dalam suatu civil society (masyarakat
warga). Namun, bagi kebanyakan, kajian civic education mema-
sukan pembelajaran-pembelajaran yang berhubungan dengan in-
stitusi-institusi dan sistem yang melibatkan pemerintah, budaya
politik (.political heritage), proses-proses demokratis, hak-hak dan
tanggung iawab warga negara, administrasi publik dan sistem per-
adilan (Print, 1999; 2000).

B. PEMBENTUKAN KARAKTER WARGA NEGARA ERA
ORDE BARU

Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen
pembentukan karakter warga negara Orde Baru diperkuat dalam
dokumen politik yang dikenal sebagai Garis-garis Besar Haluan
Negara sebagai produk ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak-
yat (MPR) -lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945 ketika
itu. Pada GBHN pertama Orde Baru, yaitu GBHN 1973, diperke-
nalkan bidang kajian "pendidikan kewarganegaraan" yang baru de-
ngan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Label PMP yang
diharuskan ada dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan se-
jak Thman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, meski ti-
dak secara khusus menunjuk pada satu bidang studi, namun te-
lah ditafsirkan sebagai satu mata pelajaran tersendiri. penamaan

mata pelajaran menurut pesan GBHN dalam dunia pendidikan
Indonesia selama Orde Baru, dirasakan ,,istimewa" untuk bidang
studi PMf; hingga GBHN 1998 - GBHN terakhir produk MpR re_
jim Orde Baru.

Penggambaran warga negara yang patuh, hegemoni tafsir dan
wacana dari negara terhadap warga negara, serta minimnya pelu-
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